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ABSTRAK

Dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan suatu negara, selain harus
mengejar pertumbuhan ekonomi juga harus mengejar pemerataan dalam distribusi
pendapatan atau menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di dalam
masyarakat. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik ekonomi maupun non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi
pendapatan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa
crosssection 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan time series selama
periode 2010-2015. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi fixed effect
model.

Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel penelitian berpengaruh secara
simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial variabel IPM
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan
variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan. Sedang variabel PDRB, populasi penduduk, dan pengangguran
tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa
Tengah.

Kata Kunci: Ketimpangan Distribusi Pendapatan, PDRB, IPM, Pendidikan, Populasi
Penduduk, dan Pengangguran.



ABSTRACT

In increasing the success of a Country's Development, besides having to
pursue economic growth also must pursue equity in the distribution of income or
decrease inequality income distribution in society. The occurrence of income
distribution inequality can be influenced by various factors, both economic and non-
economic. This study aims to analyze what factors affect the inequality income
distribution in Central Java Province 2010-2015 period.

This research is a quantitative research. Data used are crosssection 35
districts / cities in Central Java Province and time series during the period 2010-
2015. Data is processed by panel data analysis with fixed effect model regression.

The results showed that all research variables simultaneously affect income
income inequality. Partially Human Development Index (HDI) variable have positive
and significant influence to income distribution inequality and education variable
have negative and significant effect to income distribution inequality. Gross Regional
Domestic Product (GRDP), population, and unemployment have no effect to income
distribution inequality in Central Java Province.

Keywords: Inequality Income Distribution, Gross Regional Domestic Product
(GRDP), Human Development Index (HDI) , Education, Population Population, and
Unemployment.
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1.1

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan suatu
negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup
masyarakatnya (Arsyad, 2015: 11). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan
sebagai pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna
kesejahteraan penduduknya (Huda, dkk., 2015: 1). Pembangunan merupakan
suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan
mendasar pada struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial di samping
akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan serta

pemberantasan kemiskinan (Todaro, 1997: 17).

Menurut Rubiarko (2013) dalam sebuah pembangunan ekonomi, harus
terdapat suatu proses pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar
jurang pemisah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sementara jika
pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan sama halnya akan meningkatkan
kemiskinan suatu daerah. Dan seharusnya dalam proses pembangunan ekonomi,
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi harus dicapai secara bersamaan.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi)



dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak Negara
Berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Tambunan, 2011: 181). Jadi, masalah
perbedaan pendapatan antara individu paling kaya dengan pendapatan individu
paling miskin serta masalah kemiskinan merupakan masalah utama yang

dihadapi di negara Indonesia ini.

Menurut Huda dkk (2015: 10-11) diharapkan paradigma pembangunan
ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan (growth), melainkan juga melihat
ukuran pemerataan dalam distribution. Kesenjangan merupakan salah satu
persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara
khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan
ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain yang bermunculan, seperti
penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan
meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuan daya beli masyarakat

menurun.

Menurut BPS Jawa Tengah (2016) salah satu cara yang digunakan untuk
mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu dengan menggunakan Indeks
Gini. Bila Indeks Gini mempunyai nilai sama dengan 0 (nol) berarti terdapat
“kemerataan sempurna”, namun jika Indeks Gini sama dengan 1 (satu) maka
terjadi “ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna”. Intinya, semakin
tinggi nilai Indeks Gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu
negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Gini semakin merata distribusi

pendapatannya. Oshima (dalam BPS Jawa Tengah, 2016) menetapkan sebuah



kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu
masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Ketimpangan
taraf rendah bila Indeks Gini < 0,35, ketimpangan taraf sedang bila Indeks Gini

antara 0,35-0,5 dan ketimpangan taraf tinggi bila Indeks Gini > 0,5.

Masalah disparitas pendapatan telah lama menjadi persoalan dalam
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara
miskin dan berkembang (Arsyad, 1988 dalam Rubiarko, 2013). Pada tabel 1.1
akan memperlihatkan bagaimana kondisi ketimpangan dalam distribusi
pendapatan di seluruh provinsi yang ada Pulau Jawa. Dimana ketidakmerataan
atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan tersebut diukur dengan Indeks

Gini dari tahun 2010-2015.

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Gini di seluruh Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-
2015
PrOVinSi Indeks Gini

2010 2011 2012 | 2013 | 2014 2015

DKI JAKARTA 0.36 0.44 042 | 043 | 043 0.43
JAWA BARAT 0.36 0.41 041 | 041 | 041 0.41
JAWA TENGAH 0.34 0.38 0.38 | 0.39 | 0.38 0.38
DI YOGYAKARTA 0.41 0.40 043 | 0.44 | 042 0.43
JAWA TIMUR 0.34 0.37 0.36 | 0.36 | 0.37 0.42
BANTEN 0.42 0.40 0.39 | 0.40 | 0.40 0.40

Sumber: BPS Indonesia.

Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas, Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah terjadi

tren peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dari 0,34 menjadi 0,39.



Setelah itu mengalami penurunan menjadi angka 0,38 sampai tahun 2015.
Walaupun begitu, dari semua provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa

Tengah memiliki angka Indeks Gini yang paling rendah pada tahun 2015.

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi
masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan
berkembang. Kuznets yang berjasa besar dalam mempelopori analisis pola-pola
pertumbuhan historis di negara-negara maju, telah mengemukakan bahwa pada
tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk
namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang
lalu dikenal secara luas sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”. Konsep tersebut
memperoleh namanya dari bentuk rangkaian perubahan longitudinal (antarwaktu)
atas distribusi pendapatan (yang diukur berdasarkan koefisien Gini) sejalan
dengan pertumbuhan GNP per kapita (Todaro, 2000: 174). Teori tersebut pun
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016), Iswanto (2015),
Lestari (2015), Pradnyadewi (2017) dan Setiyono menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB berpengaruh

positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan
dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan

pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2011: 40).



Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan
ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju
pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan
daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan
Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun (Iswanto, 2015).
Pada tabel 1.2 akan memperlihatkan rata-rata laju PDRB atas dasar harga
konstan 2010 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2010-2015 dan rata-

rata Indeks Gini tahun 2010-2015.

Tabel 1.2
Rata-rata Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) dan Rata-
rata Indeks Gini Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015

Provinsi Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Rata-rata Indeks Gini
tahun 2010-2015 (persen) 2010-2015
DKI JAKARTA 6,16 0,42
JAWA BARAT 5,86 0,40
JAWA TENGAH 5,30 0,37
DI YOGYAKARTA 5,20 0,42
JAWA TIMUR 6,00 0,37
BANTEN 6,12 0,40

Sumber: BPS Indonesia.

Dari tabel 1.2 di atas, memperlihatkan bagaimana perbandingan rata-rata

laju pertumbuhan PDRB dan rata-rata Indeks Gini seluruh provinsi di Pulau Jawa
selama periode tahun 2010-2015. Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat
kelima atau kedua terbawah dari rata-rata pertumbuhan PDRB seluruh provinsi

di Pulau Jawa. Rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Provinsi DKI



Jakarta dengan 6,16 %, kemudian diikuti Provinsi Banten 6,12 %, Jawa Timur

6,00 %, Jawa Barat 5,86 %, Jawa Tengah 5,30 %, dan DIY 5,20 %.

Walaupun demikian, dengan angka laju PDRB yang rendah, akan tetapi
dari semua provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki Indeks Gini
yang rendah pula. Angka Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dalam
perkembangannya cenderung terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat
dilihat dari tahun 2010-2015. Dari angka 0,34 pada tahun 2010 menjadi 0,38
pada tahun 2015. Dan jika dilihat dari angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010 dari tahun 2010-2015 di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami

peningkatan. Hal tersebut terlihat dalam gambar 1.1.
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Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah.

Gambar 1.1
PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah) dan Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah
tahun 2010-2015



Dari penggambaran gambar 1.1 dapat dikatakan bahwa dalam periode
tahun 2010-2015, di perekonomian Jawa Tengah terjadi pola hubungan yang
bersifat positif antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan
pendapatan masyarakat. Artinya, ketika perekonomian mangalami peningkatan

maka tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga meningkat.

Selanjutnya, dimensi tujuan pembangunan menjelaskan bagaimana
tahapan evolusi pengukuran ekonomi pembangunan, dari awal kemunculan teori
ekonomi pembangunan yang mengukur terjadinya pembangunan dilihat dari
tingkat output melalui Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang menggunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kuncoro, 2010: 5). Menurut UNDP
(United Nation Development Programme) tujuan utama pembangunan adalah
menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur
panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (dalam BPS, 2016).
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017), mengatakan bahwa IPM
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini
terjadi karena nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia
yang baik, salah satunya pendidikan, dimana pendidikan formal yang semakin
tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dan hal tersebut

diharapkan dapat mengurangi angka ketimpangan pendapatan yang ada.



Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun

2015, pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa pemerataan IPM di Pulau Jawa

terdapat perbedaan IPM antar provinsi. Provinsi DKI Jakarta ada di posisi teratas

dengan rata-rata IPM tahun 2010-2015 sebesar 77,71 diikuti DIY sebesar 76,38,

kemudian Banten sebesar 69,05, Jawa Barat sebesar 67,78, Jawa Tengah 67,70,

dan terakhir Jawa Timur sebesar 67,13. Dengan kata lain, walau angka IPM

Provinsi Jawa Tengah masih tergolong dalam IPM sedang, namun jika

dibandingkan dengan angka IPM provinsi lain, rata-rata IPM Provinsi Jawa

Tengah berada diurutan lima dari enam provinsi yang ada.

Tabel 1.3

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini di Seluruh
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015

Provinsi Rata-rata IPM tahun 2010-2015 | Rata-rata Indeks Gini 2010-2015
DKI JAKARTA 77,71 0,42
JAWA BARAT 67,78 0,40
JAWA TENGAH 67,7 0,37
DI YOGYAKARTA 76,38 0,42
JAWA TIMUR 67,13 0,37
BANTEN 69,05 0,40

Sumber: BPS Indonesia, data diolah.

Dari tabel 1.3 dengan jelas diperlihatkan bahwa dari ke-enam provinsi di

Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah hanya menempati posisi ke-lima angka rata-

rata IPM tahun 2010-2015. Walaupun begitu, dari semua provinsi di Pulau Jawa

tersebut, Jawa Tengah justru memiliki angka Indeks Gini yang terbilang rendah

dari provinsi lain.




Menurut BPS (2015), sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan,
penduduk dituntut berperan aktif dalam mendorong kemajuan pembangunan.
Untuk itu partisipasi aktif penduduk sangat dibutuhkan, mengingat tanpa
dukungan penduduk maka pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal
dan keberhasilan yang dicapai tidak dapat dinikmati secara merata oleh semua
lapisan masyarakat. Disadari, mendorong penduduk untuk berperan aktif dalam
pembangunan tidak mudah karena masih terkendala oleh kemampuan dan
kompetensi yang dimiliki penduduk. Salah satu upaya yang efektif untuk
meningkatkan kemampuan dan kompetensi penduduk adalah melalui pendidikan.
Menurut Prasetyo (2016) bahwa asumsi dasar teori Human Capital adalah bahwa
seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.
Setiap tambahan satu tahun sekolah, dapat berarti bahwa di satu pihak dapat
meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Dengan
miningkatnya angka pendidikan yang ada, berarti hal tersebut akan menurunkan
angka ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat karena akan berpengaruh
pada penghasilan serta keterampilan dalam bekerja. Penelitian yang dilakukan
oleh Sholikhah (2010) dan Nuraini (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh
tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan adalah signifikan dan negatif.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menjamin adanya

pemerataan distribusi pendapatan.

Sedang untuk melihat pemerataan pendidikan dapat menggunakan Angka

Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah
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siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
Misal APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi
dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. APK menunjukkan tingkat
partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Tabel 1.4

menggambarkaan APK jenjang pendidikan SMA di seluruh provinsi di Pulau

Jawa.
Tabel 1.4
Rata-rata Angka Partisipasi Kasar jenjang SMA dan Indeks Gini
seluruh Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015
Provinsi Rata-rata APK tahun Rata-rata IG tahun
2010-2015 2010-2015
DKI JAKARTA 72,47 0,42
JAWA BARAT 61,88 0,40
JAWA TENGAH 68,73 0,37
DI YOGYAKARTA 86,02 0,42
JAWA TIMUR 68,84 0,37
BANTEN 65,69 0,40

Sumber: BPS Indonesia.

Dari tabel 1.4 dilihat rata-rata APK seluruh provinsi di Pulau Jawa, angka
APK Jawa Tengah tergolong rendah karena hanya menempati posisi empat dari
enam provinsi yang ada. Jauh tertinggal dari Provinsi DIY, DKI Jakarta dan Jawa
Timur yang menempati posisi teratas masing-masing pada angka 86,02%,
72,47%, dan 68,84%. Sedang Jawa Tengah masih berada pada angka 68,73%.
Walaupun begitu, dari semua provinsi di Pulau Jawa tersebut, Jawa Tengah

justru memiliki angka Indeks Gini yang terbilang rendah dari provinsi lain.
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Selain itu, menurut Nurlaili (2016) ada hal lain yang berakibat pada
ketimpangan distribusi pendapatan yaitu populasi penduduk dan permasalahan
akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran
dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan.
Pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur
umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi
dan lain sebagainya. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan
dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran
penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi
antar pulau, antar daerah, maupun daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta
antar sektor (Arsyad, 2010: 338-340). Penelitian yang dilakukan oleh Musfidar
(2012) dan Nurlaili (2016) yang menyimpulkan bahwa jumlah atau populasi
penduduk berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduknya terus mengalami
peningkatan selama periode tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 jumlah penduduk
Provinsi Jawa Tengah berjumlah 32.443.886 menjadi 33.774.141 pada tahun
2015. Untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah adalah
provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Barat
dan Jawa Timur pada tahun 2015. Jika dilihat dari gambar 1.2, walau dengan

jumlah penduduk yang besar pada tahun 2015, namun Provinsi Jawa Tengah
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pada tahun yang sama memiliki angka Indeks Gini yang rendah daripada provinsi

lain yang ada di Pulau Jawa.
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Sumber: BPS Indonesia.
Gambar 1.2

Perbandingan Jumlah Penduduk dan Indeks Gini di Seluruh Provinsi Pulau
Jawa tahun 2015

Perkembangan penduduk yang kian bertambah cepat dan jumlahnya yang
sangat besar dalam beberapa dasawarsa ini, menimbulkan beberapa masalah baru
yang sangat serius. Masalah-masalah tersebut adalah: (a) struktur penduduk yang
berat sebelah, yaitu banyaknya penduduk yang berada dibawah umur (dibawah
15 tahun), (b) pengangguran yang bertambah serius, dan (c) arus urbanisasi yang
tinggi. Masing-masing masalah ini mempersulit usaha negara berkembang
mempercepat proses pembangunan ekonomi (Sukirno, 2006: 86). Masing-masing

masalah ini mempersulit usaha negara berkembang mempercepat proses
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pembangunan ekonomi. Dan hal tersebut dapat pula menyebabkan ketimpangan

ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian  Nurlaili  (2016) menyatakan bahwa tingkat
pengangguran berpengaruh positif serta signifikan terhadap angka ketimpangan
pendapatan. Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, persentase pengangguran
terbuka dari tahun 2010-2015 berfluktuatif, akan tetapi mulai tahun 2013 hingga
2015 mengalami tren penurunan. Walau angka tingkat pengangguran terbuka
mengalami penurunaan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi Indeks Gini di
Jawa Tengah mangalami tren kenaikan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

gambar 1.3.
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Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah.

Gambar 1.3
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks Gini di
Seluruh Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2015
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Berdasarkan data dan uraian di atas mengenai pengaruh angka Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
pendidikan, populasi penduduk serta pengangguran terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, maka penelitian ini bermaksud
untuk menganalisis kondisi tersebut, dengan mengambil judul penelitian
“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan
Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk dan Pengangguran terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-

2015.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan didapati
perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
pendidikan, populasi penduduk, dan pengangguran terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015. Pertanyaan-pertanyaan

penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut.

a. Apakah variabel PDRB mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?
b. Apakah variabel IPM mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?
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c. Apakah variabel pendidikan mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?

d. Apakah variabel populasi penduduk mempunyai pengaruh terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-
20157

e. Apakah variabel pengangguran mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan

distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di
Jawa Tengah tahun 2010-2015.

b. Mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di
Jawa Tengah tahun 2010-2015.

c. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.

d. Mengetahui pengaruh populasi penduduk terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.

e. Mengetahui pengatuh pengangguran terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan di Jawa Tengah tahun 2010-2015.
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis yang
berkaitan dengan ekonomi pembangunan yaitu mengenai analisis pengaruh
PDRB, IPM, pendidikan, populasi penduduk, dan pengangguran terhadap
tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah
untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakakan
dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di
daerah.
2. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas
pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam memecahkan
masalah  perekonomian terkait dengan ketimpangan distribusi

pendapatan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Kajian dalam penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 bab
pembahasan yang secara keseluruhan saling berkaitan. Sistematika pembahasan

merupakan gambaran dari alur pemikiran penyusun dari awal hingga akhir.
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Berikut ini penjabaran dari kelima bab tersebut:

BAB |I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang berisi
latar belakang masalah mengenai topik yang akan diteliti. Latar belakang
masalah menguraikan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini.
Setelah permasalahan yang perlu dilakukan penelitian diuraikan dalam latar
belakang, maka disusunlah rumusan masalah. Rumusan masalah berupa
pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu dicari jawabannya. Tujuan
penelitian berisi mengenai hal-hal yang ingin dicapai dari penelitian ini.
Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat yang dapat diberikan oleh
penelitian ini untuk pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu sistematika
pembahasan. Sistematika pembahasan berisi tentang uraian singkat dari

pembahasan tiap bab dalam penelitian ini.

BAB II: KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang teori-teori yang relevan berkaitan dengan
penelitian, yaitu teori PDRB, IPM, pendidikan, populasi, pengangguran
dan ketimpangan pendapatan secara umum dan dalam perspektif Islam.
Selain itu, dalam bab ini diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang
pernah dilakukan. Berdasarkan teori yang relevan serta penelitian terdahulu

maka disusunlah pengembangan hipotesis. Poin penting dari bab ini adalah



18

untuk memperoleh pemahaman serta kerangka yang menjadi landasan

dalam melakukan penelitian.

BAB IlI: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional
dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian serta
penjabaran secara operasional. Obyek penelitian berisi tentang jenis
penelitian, sumber data, serta teknik analisis data berupa alat analisis yang

digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pada permulaannya akan digambarkan secara singkat keadaan
geografis, demografis, perekonomian, PDRB, IPM, pendidikan, populasi
penduduk, pengangguran serta ketimpangan distribusi pendapatan.
Kemudian, bab ini dilanjutkan tentang hasil analisis penelitian dan
pembahasan dari pengolahan data. Hasil penelitian adalah jawaban atas

seluruh pertanyaan yang telah disebutkan di BAB 1.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, implikasi dari penelitian, dan
saran untuk penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyampaikan
kekurangan penelitian ini untuk melengkapi analisis penelitian dimasa

depan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang Analisis
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), Pendidikan, Populasi Penduduk, dan Pengangguran Terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal
tersebut dikarenakan angka PDRB yang diperoleh antar Kabupaten atau Kota
di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015 terdapat perbedaan yang
mencolok. Terdapat pula kesenjangan atau perbedaan yang sangat mencolok
dari beberapa Kabupaten atau Kota dalam kontribusinya dalam menyumbang
jumlah PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

2. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal
tersebut dikarenakan kelompok umur tua yang masuk dalam kategori umur
tidak produktif yang semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan karena

peningkatan kesehatan yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan angka
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kematian menurun atau angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah selama
periode semakin meningkat. Dan hal tersebut akan berdampak pada
meningkatnya pula ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.

. Variabel pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi
pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal tersebut
sesuai dengan asumsi dasar teori Human Capital yang menyatakan bahwa
seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan
pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah, dapat berarti bahwa di satu
pihak dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan
seseorang. Hal tersebut didukung dengan data yang memperlihatkan bahwa
angka APK Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015 selalu
mengalami kenaikan persentase.

. Variabel populasi penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode
2010-2015. Hal tersebut dikarenakan kenaikan jumlah atau populasi
penduduk selama periode 2010-2015 tidak diikuti dengan kenaikan angka
pengangguran, justru angka pengangguran mengalami tren penurunan. Selain
itu, selama periode 2011-2015 yang masuk dalam periode penelitian terjadi
bonus demografi dimana usia produktif lebih besar daripada usia non-
produktif. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan pengaruh populasi atau
jumlah penduduk tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

di Jawa Tengah.
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5. Variabel pengangguran yang diukur dengan angka Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan
distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2015. Hal
tersebut terjadi karena perbedaan yang mencolok antar Kabupaten atau Kota
di Jawa Tengah dalam angka persentase penganggurannya. Selama periode
2010-2015 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa
Tengah cenderung mengalami penurunan. Hal lain yang menyebabkan tidak
signifikan sesuai teori yang menyebutkan bahwa tidak semua orang yang
tidak bekerja (pengangguran) itu pasti miskin dan tidak semua yang punya
pekerjaan permanen selalu memiliki penghasilan yang tinggi. Selalu saja

ditemukan pengangguran sukarela di setiap masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penelitian ini

memiliki saran-saran sebagai berikut.
1. Dalam proses pembangunan ekonomi daerah, pemerintah selain mengejar laju
pertumbuhan ekonomi, diharapkan pula ada pemerataan pendapatan yang ada
di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan jika variabel yang menyebabkan
ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah positif dan signifikan yaitu IPM.
Walaupun angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah tergolong baik dan
selalu mengalami kenaikan, akan tetapi masih ada komponen lain dalam
membentuk IPM, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan

daya beli masyarakat. Jadi pemerintah juga harus meningkatkan komponen-
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komponen tersebut. Selain itu, program-program pemerintah dalam
meningkatkan IPM sebaiknya ditinjau ulang apakah sudah tepat sasaran atau
belum. Dalam upaya peningkatan IPM sebaiknya difokuskan pada masyarakat
dan daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi, solusi paling utama untuk
mengurangi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah adalah dengan
meningkatkan dimensi pengetahuan dan standar hidup layak masyarakat serta
memeratakannya.

. Capaian angka PDRB, IPM, tingkat pendidikan, populasi penduduk, serta
tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah. Sehingga pemerintah
sebaiknya melakukan evaluasi terkait dengan lima hal tersebut. Hal tersebut
bertujuan supaya program-program ataupun upaya-upaya yang dilakukan
pemerintah dalam mengurangi angka ketimpangan pendapatan yang ada di

masyarakat dapat tepat sasaran dan efektif.
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TELAAH PUSTAKA

No | Penulis dan | Sumber Referensi Judul Variabel dan Alat Kesimpulan Hasil
Tahun Analisis
1 Sabda Imani | Jurnal Analisis Faktor-Faktor | Pengangguran terbuka, | Pengangguran terbuka secara signifikansi
Rubiarko (UNBRAW) yang Mempengaruhi | APK, aglomerasi | dinyatakan menjadi salah satu faktor
Disparitas Pendapatan di | produksi dan konsumsi penyebab terjadinyadisparltas pendapatan di
2013 Provinsi Jawa Timur Jawa Timur dan memiliki hubungan negatif
dengan disparitas  pendapatan, Angka
Regresi linier berganda p_artisipasi kas_ar_(APK) secara signifikan
tidak menjadi faktor panyebab
terjadinyadisparitas pendapatan di Jawa
Timur, Aglomerasi produksi dan konsumsi
secara signifikan terbukti menjadi faktor
yang mempengaruhidisparitas pandapatan di
Jawa timur, terdapat hubungan positif antara
aglomerasi  produksi dengan disparitas,
Sedangkan untuk aglomerasi konsumsi
memiliki hubungan negatif dengan disparitas
pendapatan.

2 Ani Lurlaili | Skripsi (UNY) Analisis Faktor-Faktor | Ketimpangan distribusi | Indeks Gini yang dijadikan  ukuran
Yang Mempengaruhi | pendapatan, PDRB | ketimpangan distribusi pendapatan di pulau
2016 Ketimpangan Distribusi | perkapita, Populasi | Jawa berada dalam kategori ketimpangan
Pendapatan di Pulau Jawa | penduduk, Tingkat | sedang.  Hasil  regresi  menunjukkan
tahun 2007-2013. pengangguran terbuka, | ketimpangan pendapatan di pulau Jawa
Derajat desentralisasi | selama tahun 2007-2013 dipengaruhi oleh
fiskal. PDRB perkapita, Populasi penduduk, dan

TPT. Ketiga faktor tersebut berpengaruh
positif dan  signifikan  mempengaruhi




ketimpangan distribusi pendapatan di pulau
Jawa. Populasi penduduk merupakan faktor

Analisis  regresi - data | yang  paling berpengaruh  terhadap

panel. ketimpangan pendapatan di pulau Jawa
dengan nilai koefisien 0,656654 pada taraf

signifikan 5 %. Secara simultan faktor PDRB

perkapita, Populasi penduduk, TPT dan

Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat

ketimpangan distribusi pendapatan di pulau

Jawa.

Susi Lestari | Jurnal (UNEJ) Faktor-Faktor yang | Pertumbuhan ekonomi, | Ketimpangan pendapatan antar
Mempengaruhi Inflasi, Jumlah | Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2008-2012

2015 Ketimpangan Pendapatan | penduduk, Ketimpangan | berkisar antara 0,07 sampai dengan 0,39.
di Jawa Timur tahun 2008- | pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif

2012. dan signifikan terhadap  ketimpangan

distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di

Analisis regresi linier ngzfl Timur. Inflasi berp_engaruh neg_atif_ dar?

berganda dengan model signifikan terhadap ketlmpangan dlstr_lbu3|

panel data yang pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa_'_l'lmur.

diturunkan  dari  teori ng!a_h penduduk berpe_ngaruh pos!tlf_darT

Indeks Williamson. signifikan terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Nita Tri | Skripsi (UNY) Pengaruh PDRB perkapita, | PDRB per kapita, | Seluruh variabel penelitian berpengaruh
Hartini investasi, dan IPM | investasi, IPM, | secara simultan terhadap ketimpangan
2017 terhadap ketimpangan | ketimpangan pendapatan | pendapatan. Secara parsial variabel PDRB

pendapatan antar daerah di
provinsi DIY tahun 2011-
2015

Regresi Data Panel

per kapita berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan, sementara
investasi dan IPM berpengaruh negatif dan




signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Lia Skripsi (USU) Analisis ketimpangan | Ketimpangan Variabel jumlah penduduk berpengaruh
Maharani pendapatan antar | pendapatan, jumlah | positif dan signifikan ternadap ketimpangan
Fadilla Kabupaten pemekaran di | penduduk, PDRB, dan | pendapatan antar kabupaten pemekaran di
Sumatra Utara pengeluaran pemerintah | Sumatra Utara. Sedangkan variabel PDRB
2009 berpengaruh negatif dan signifikan, dan
pengeluaran pemerintah berpengaruh positif
Regresi Data Panel tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan_
pendapatan antar kabupaten pemekaran di
Sumatra Utara.
Muara Jurnal Pengaruh struktur | PDRB sektor industri, | PDRB sektor pertanian, PDRB sektor jasa,
Nangarumba | (UNBRAW) ekonomi, upah minimum | PDRB sektor pertanian, | UMP, belanja modal, kredit investasi
provinsi, belanja modal, | PDRB sektor jasa, upah | berhubungan  negatif dengan  besaran
2015 dan investasi terhadap | minimum provinsi, | ketimpangan pendapatan. PDRB  sektor
ketimpangan pendapatan di | belanja modal, kredit | industri merupakan satu-satunya variabel
seluruh provinsi di | investasi, dan | yang berhubungan positif dengan
Indonesia tahun 2005-2014 | ketimpangan ketimpangan pendapatan.
pendapatan.
Regresi data panel.
Emi Nuraini | Jurnal (UNESA) | Pengaruh pertumbuhan | Pertumbuhan ekonomi, | Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak
ekonomi  dan tingkat | tingkat pendidikan dan | berpengaruh signifikan terhadap disparitas
2017 pendidikan terhadap | disparitas pendapatan. pendapatan Gerbangkertosusilo dan tingkat

disparitas pendapatan di
wilayah
Gerbangkertosusilo

Regresi data panel

pendidikan  berpengaruh  negatif  dan
signifikan terhadap disparitas pendapatan
Gerbangkertosusilo. Sedang secara simultan
pertumbuhan  ekonomi dan  tingkat
pendidikan berpengaruh signifikan terhadap




disparitas pendapatan Gerbangkertosusilo.

Ni’matush
Sholikhah

2010

Jurnal (UNESA)

Pengaruh pertumbuhan
ekonomi, penanaman
modal dan tingkat
pendidikan terhadap

disparitas pendapatan di
provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi,
penanaman modal,
tingkat pendidikan, dan
disparitas pendapatan.

Model analisis yang
digunakan untuk
mengetahui  disparitas
pendapatan adalah
indeks williamson dan
untuk mengetahui
pengaruh sejumlah
variabel terhadap
disparitas  pendapatan
digunakan data time
series.

Hasil dari IW dari tahun 2001-2010 di Jawa
Timur menunjukkan angka diatas satu.
Variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap disparitas pendapatan, variabel
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN per
kapita) mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap disparitas pendapatan,
variabel Penanaman Modal Asing (PMA per
kapita) mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap disparitas pendapatan,
dan variabel tingkat pendidikan mempunyai
pengaruh negatif dan signifikan terhadap
disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur
tahun  2001-2010. Sedang  variabel
pertumbuhan ekonomi, penanaman modal
(PMDN per kapita dan PMA per kapita) dan
tingkat pendidikan (rasio tingkat pendidikan
SD dan rasio tingkat pendidikan SLTA)
secara bersama-sama mempunyai pengaruh
yang  signifikan  terhadap  disparitas
pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun
2001-2010.




DATA PENELITIAN PDRB (JUTA RUPIAH)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Provinsi Jawa Tengah 623.224.621,33 |  658.003.645,36 690.461.017,10 726.652.111,09 763.219.714,00 805.043.118,61
Kabupaten Cilacap 75.099.089,89 78.156.818,82 79.702.237,61 81.022.670,26 83.391.500,18 88.347.606,68
Kabupaten Banyumas 23.016.943,39 24.538.595,63 25.982.158,22 27.793.138,47 29.367.687,40 31.164.876,40
Kabupaten Purbalingga 10.858.631,52 11.474.221,22 12.138.445,34 12.778.311,23 13.397.712,78 14.125.812,26
Kabupaten Banjarnegara 9.439.359,00 9.952.403,66 10.473.363,43 11.043.083,01 11.629.845,85 12.266.046,35
Kabupaten Kebumen 12.311.421,83 13.068.985,50 13.707.057,24 14.333.333,50 15.163.091,84 16.115.554,01
Kabupaten Purworejo 8.513.490,56 8.993.814,30 9.406.242,93 9.870.969,95 10.312.937,79 10.866.645,98
Kabupaten Wonosobo 9.005.925,54 9.489.550,46 9.935.905,32 10.333.757,05 10.828.168,68 11.353.869,94
Kabupaten Magelang 14.363.230,57 15.323.039,48 16.071.142,55 17.020.755,61 17.936.288,38 18.838.351,97
Kabupaten Boyolali 13.721.701,47 14.592.026,26 15.369.974,36 16.266.498,68 17.148.350,76 18.160.983,95
Kabupaten Klaten 17.002.049,66 18.071.350,51 19.102.402,71 20.241.429,01 21.424.522,36 22.558.976,15
Kabupaten Sukoharjo 16.357.221,65 17.319.638,62 18.342.247,26 19.401.889,44 20.449.009,84 21.612.078,19
Kabupaten Wonogiri 13.310.571,10 13.786.711,34 14.605.088,22 15.303.280,47 16.107.795,17 16.977.198,56
Kabupaten Karanganyar 16.393.788,72 17.205.063,88 18.219.456,66 19.256.516,28 20.262.444,42 21.286.287,14
Kabupaten Sragen 15.832.557,66 16.870.231,27 17.902.104,86 19.102.181,74 20.169.824,79 21.390.871,20
Kabupaten Grobogan 12.766.021,74 13.172.711,96 13.842.047,14 14.474.728,93 15.064.456,66 15.962.619,43
Kabupaten Blora 10.149.079,63 10.597.723,01 11.116.865,90 11.712.504,85 12.227.201,29 12.882.587,70
Kabupaten Rembang 8.373.546,87 8.808.302,78 9.277.163,23 9.780.750,39 10.284.274,36 10.850.269,20
Kabupaten Pati 18.782.546,64 19.893.325,24 21.072.328,70 22.329.693,98 23.365.213,99 24.752.325,07
Kabupaten Kudus 52.933.496,31 55.175.794,89 57.440.810,51 59.944.556,52 62.600.680,87 65.041.047,55
Kabupaten Jepara 13.347.321,26 14.004.325,03 14.824.995,87 15.623.738,87 16.374.715,21 17.200.365,92




Kabupaten Demak 11.647.735,65 12.275.702,69 12.823.227,04 13.499.226,47 14.078.419,80 14.913.837,51
Kabupaten Semarang 21.572.136,87 22.925.456,80 24.306.718,35 25.758.121,08 27.264.112,96 28.769.677,95
Kabupaten Temanggung 9.710.199,27 10.301.569,79 10.740.983,02 11.299.342,97 11.867.679,59 12.486.494,54
Kabupaten Kendal 18.798.278,37 20.032.434,32 21.075.717,33 22.386.123,50 23.536.834,39 24.771.543,49
Kabupaten Batang 9.447.328,38 10.025.044,65 10.488.456,63 11.104.696,78 11.693.897,06 12.327.739,23
Kabupaten Pekalongan 10.254.315,35 10.834.201,09 11.354.849,90 12.034.805,89 12.630.368,82 13.234.564,04
Kabupaten Pemalang 11.282.196,10 11.847.199,06 12.477.235,25 13.172.063,61 13.898.669,42 14.673.696,23
Kabupaten Tegal 15.106.509,91 16.071.820,41 16.912.249,74 18.050.291,97 18.958.841,04 19.992.675,45
Kabupaten Brebes 20.158.107,77 21.498.422,48 22.482.262,67 23.812.056,92 25.074.171,51 26.572.834,89
Kota Magelang 4.010.718,18 4.255.662,21 4.484.268,08 4.755.092,20 4.992.112,82 5.247.341,27
Kota Surakarta 21.469.551,30 22.848.439,42 24.123.781,59 25.631.681,32 26.984.358,61 28.453.493,87
Kota Salatiga 5.845.475,81 6.230.219,49 6.574.907,26 6.989.045,50 7.378.042,82 7.759.181,62
Kota Semarang 80.824.099,97 86.142.966,70 91.282.029,07 96.985.402,04 103.109.874,91 109.088.689,61
Kota Pekalongan 4.624.260,08 4.878.332,22 5.151.813,52 5.456.196,88 5.755.282,26 6.043.095,73
Kota Tegal 6.895.713,33 7.341.540,16 7.650.479,56 8.084.175,73 8.491.325,37 8.953.879,56




DATA PENELITIAN IPM

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Provinsi Jawa Tengah 66.08 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49
Kabupaten Cilacap 64.18 64.73 65.72 66.80 67.25 67.77
Kabupaten Banyumas 66.87 67.45 68.06 68.55 69.25 69.89
Kabupaten Purbalingga 63.61 64.33 64.94 65.53 66.23 67.03
Kabupaten Banjarnegara 60.70 61.58 62.29 62.84 63.15 64.73
Kabupaten Kebumen 63.08 64.05 64.47 64.86 65.67 66.87
Kabupaten Purworejo 68.16 69.11 69.40 69.77 70.12 70.37
Kabupaten Wonosobo 62.50 63.07 64.18 64.57 65.20 65.70
Kabupaten Magelang 63.28 64.16 64.75 65.86 66.35 67.13
Kabupaten Boyolali 68.76 69.14 69.51 69.81 70.34 71.74
Kabupaten Klaten 70.76 71.16 71.71 72.42 73.19 73.81
Kabupaten Sukoharjo 71.53 72.34 72.81 73.22 73.76 74.53
Kabupaten Wonogiri 63.90 64.75 65.75 66.40 66.77 67.76
Kabupaten Karanganyar 70.31 71 72.26 73.33 73.89 74.26
Kabupaten Sragen 67.67 68.12 68.91 69.95 70.52 71.10
Kabupaten Grobogan 64.56 65.41 66.39 67.43 67.77 68.05
Kabupaten Blora 63.02 63.88 64.70 65.37 65.84 66.22
Kabupaten Rembang 64.53 65.36 66.03 66.84 67.40 68.18
Kabupaten Pati 65.13 65.71 66.13 66.47 66.99 68.51
Kabupaten Kudus 69.22 69.89 70.57 71.58 72 72.72
Kabupaten Jepara 66.76 67.63 68.45 69.11 69.61 70.02
Kabupaten Demak 66.02 66.84 67.55 68.38 68.95 69.75
Kabupaten Semarang 69.58 70.35 70.88 71.29 71.65 71.89
Kabupaten Temanggung 63.08 64.14 64.91 65.52 65.97 67.07
Kabupaten Kendal 66.23 66.96 67.55 67.98 68.46 69.57




Kabupaten Batang 61.64 62.59 63.09 63.60 64.07 65.46
Kabupaten Pekalongan 63.75 64.72 65.33 66.26 66.98 67.40
Kabupaten Pemalang 58.64 59.66 60.78 61.81 62.35 63.70
Kabupaten Tegal 61.14 61.97 62.67 63.50 64.10 65.04
Kabupaten Brebes 59.49 60.51 60.92 61.87 62.55 63.18
Kota Magelang 73.99 74.47 75 75.29 75.79 76.39
Kota Surakarta 77.45 78 78.44 78.89 79.34 80.14
Kota Salatiga 78.35 78.76 79.10 79.37 79.98 80.96
Kota Semarang 76.96 77.58 78.04 78.68 79.24 80.23
Kota Pekalongan 68.95 69.54 69.95 70.82 71.53 72.69
Kota Tegal 69.33 70.03 70.68 71.44 72.20 72.96




DATA PENELITIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (PERSEN)

Kabupaten/Kota Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kabupaten Cilacap 59,72 60,71 62,77 79,69 82,63 75,2
Kabupaten Banyumas 67,48 65,93 75,63 76,32 84,04 80,07
Kabupaten Purbalingga 61,13 58,92 45,63 36,81 52,47 75,29
Kabupaten Banjarnegara 52,31 45,96 50,11 56,32 62,71 83,9
Kabupaten Kebumen 74,81 85,5 84,78 67,99 78,15 86,42
Kabupaten Purworejo 81,51 101,43 78,69 72,52 75,55 82,89
Kabupaten Wonosobo 40,12 48,77 52,85 38,4 47,22 53,23
Kabupaten Magelang 51,7 60,22 69,3 53,34 65,21 69,6
Kabupaten Boyolali 74,18 81,58 69,63 75,39 95,43 93,37
Kabupaten Klaten 88,55 80,46 97,16 96,26 100,8 104,7
Kabupaten Sukoharjo 76,35 78,82 69,29 89,01 94,2 101,2
Kabupaten Wonogiri 65,1 71,89 71,38 62,28 78,76 91,32
Kabupaten Karanganyar 76,04 83,01 78,55 64,91 79,21 94,01
Kabupaten Sragen 91,15 86,95 85,18 73,81 90,98 88,55
Kabupaten Grobogan 445 57,2 68,31 51,29 60,38 84,88
Kabupaten Blora 61,79 59,73 61,38 67,55 79,83 99,87
Kabupaten Rembang 53,76 68,45 48,92 61,38 73,13 79,04
Kabupaten Pati 62,94 61,21 72,65 63,52 82,31 76,67
Kabupaten Kudus 63,55 76,54 77,94 61,1 70,98 84,42
Kabupaten Jepara 43,21 47,93 74,56 66,6 62,85 74,51
Kabupaten Demak 52,65 54,48 75,59 69,36 83,46 88,92
Kabupaten Semarang 70,12 61,74 72,53 63,25 63,97 81,98
Kabupaten Temanggung 45,91 48,7 49,26 48,55 64,01 68,42
Kabupaten Kendal 57,09 57,34 62,4 77,96 86,47 99,75




Kabupaten Batang 54,39 51,44 53,67 43,86 54,74 77,32
Kabupaten Pekalongan 42,07 54,4 48,12 56,05 61,69 60,74
Kabupaten Pemalang 53,12 38,37 47,18 56,05 74,23 73,29
Kabupaten Tegal 50,18 69,58 59,85 55,94 70,9 79,46
Kabupaten Brebes 41,07 44,58 51,1 55,18 67,7 65,92
Kota Magelang 80,51 77,55 74,91 85,59 92,16 90,76
Kota Surakarta 92,17 90,77 65,4 65,1 71,25 100,9
Kota Salatiga 84,43 76,32 71,01 78,23 82,75 83,34
Kota Semarang 83,01 77,81 78,9 65,16 67,39 91,34
Kota Pekalongan 47 52,58 54,02 4411 62,45 81,68
Kota Tegal 66,95 71,33 69,65 65,84 85,77 113,6
JAWA TENGAH 63,16 65,95 66,52 64,13 74,45 83,90




DATA PENELITIAN POPULASI PENDUDUK

2010 2011 2012 2013 2014 2015
PROVINSI JAWA TENGAH 32443886 32725378 32998692 33264339 33522663 33774141
Kabupaten Cilacap 1644927 1655796 1666163 1676089 1685573 1694593
Kabupaten Banyumas 1557667 1574001 1590011 1605579 1620918 1635803
Kabupaten Purbalingga 850774 860596 870276 879880 889214 898430
Kabupaten Banjarnegara 870503 877207 883694 889921 895986 901814
Kabupaten Kebumen 1161706 1167092 1172036 1176722 1181006 1184938
Kabupaten Purworejo 696525 699718 702699 705483 708038 710435
Kabupaten Wonosobo 756094 760765 765189 769318 773280 777116
Kabupaten Magelang 1184091 1196917 1209375 1221681 1233695 1245482
Kabupaten Boyolali 932193 938999 945534 951817 957857 963669
Kabupaten Klaten 1131913 1137909 1143633 1148994 1154040 1158787
Kabupaten Sukoharjo 825887 833933 841771 849506 856937 864245
Kabupaten Wonogiri 930422 934689 938641 942377 945817 948976
Kabupaten Karanganyar 814907 823486 831916 840171 848255 856181
Kabupaten Sragen 859716 864029 868105 871989 875600 878983
Kabupaten Grobogan 1311009 1319775 1328197 1336304 1343960 1351338
Kabupaten Blora 831093 835781 840208 844444 848369 852088
Kabupaten Rembang 592492 598122 603582 608903 614087 619095
Kabupaten Pati 1193214 1201760 1210025 1218016 1225594 1232912
Kabupaten Kudus 779192 789939 800397 810810 821136 831343




Kabupaten Jepara 1100009 1117847 1135574 1153213 1170797 1188311
Kabupaten Demak 1057821 1070278 1082472 1094472 1106328 1117901
Kabupaten Semarang 933009 946784 960477 974092 987557 1000922
Kabupaten Temanggung 709979 717472 724810 731911 738915 745778
Kabupaten Kendal 902007 910518 918763 926812 934643 942280
Kabupaten Batang 708193 715494 722634 729616 736397 743135
Kabupaten Pekalongan 840199 847379 854287 861082 867573 873972
Kabupaten Pemalang 1263271 1269077 1274475 1279596 1284236 1288566
Kabupaten Tegal 1396982 1403425 1409406 1415009 1420132 1424890
Kabupaten Brebes 1736526 1746529 1756196 1764648 1773379 1781555
Kota Magelang 118413 118957 119523 119935 120373 120779
Kota Surakarta 500173 502866 505413 507825 510077 512207
Kota Salatiga 170801 173402 176031 178594 181193 183828
Kota Semarang 1560167 1588408 1616596 1644800 1672999 1701172
Kota Pekalongan 281991 285026 287978 290870 293704 296533
Kota Tegal 240020 241402 242605 243860 244998 246084




DATA PENELITIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PERSEN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
PROVINSI JAWA TENGAH 6.21 7.07 5.61 6.01 5.68 4.99
Kabupaten Cilacap 9.75 10.82 7.29 6.68 5.65 8.01
Kabupaten Banyumas 7.37 6.61 5.11 5.45 5.37 6.37
Kabupaten Purbalingga 3.82 5.10 5.02 5.63 5.13 4.84
Kabupaten Banjarnegara 3.10 4.97 3.69 4.16 4.06 5.05
Kabupaten Kebumen 8.02 4,73 3.58 3.52 3.25 4.14
Kabupaten Purworejo 3.40 5.30 3.20 5.15 5.10 4.01
Kabupaten Wonosobo 4.04 4.92 5.21 5.82 5.34 4.47
Kabupaten Magelang 2.97 6.83 4.38 6.13 7.45 5.16
Kabupaten Boyolali 3.90 5.81 4.43 5.44 4.95 2.03
Kabupaten Klaten 4.50 7.63 3.70 5.34 4.75 2.51
Kabupaten Sukoharjo 7.40 6.27 6.10 5.98 4.60 4.52
Kabupaten Wonogiri 4.70 3.82 3.46 3.61 3.45 3.07
Kabupaten Karanganyar 6.62 5.78 5.82 3.84 3.54 3.60
Kabupaten Sragen 4.09 8.43 5.88 5.63 6.04 4,51
Kabupaten Grobogan 4.60 5.33 4.20 6.10 4.25 5.22
Kabupaten Blora 5.49 6.90 4.75 6.23 4.30 4.68
Kabupaten Rembang 4.89 7.22 5.75 5.97 5.23 4,51
Kabupaten Pati 6.22 11.17 11.98 7.29 6.37 4.43
Kabupaten Kudus 6.22 8.32 5.89 8.07 5.03 5.04
Kabupaten Jepara 4.56 5.48 4.29 6.34 5.09 3.12




Kabupaten Demak 5.69 5.03 8.40 7.08 5.17 6.02
Kabupaten Semarang 6.25 6.16 4.87 3.90 4.38 2.57
Kabupaten Temanggung 3.60 3.54 3.39 4.87 3.19 1.50
Kabupaten Kendal 5.57 6.54 6.31 6.43 6.15 7.07
Kabupaten Batang 6.48 6.66 5.88 7.02 7.42 4.56
Kabupaten Pekalongan 4.04 6.91 5.08 4.78 6.03 5.10
Kabupaten Pemalang 11.45 7.37 4.85 6.48 7.44 6.53
Kabupaten Tegal 7.48 10.59 6.12 6.89 8.47 9.52
Kabupaten Brebes 8.21 11.08 8.22 9.61 9.53 6.49
Kota Magelang 13.28 1151 8.99 6.75 7.38 6.43
Kota Surakarta 8.73 7.70 6.29 7.22 6.16 4.53
Kota Salatiga 10.22 9.02 6.84 6.21 4.46 6.43
Kota Semarang 8.98 7.65 6.01 6.02 7.76 5.77
Kota Pekalongan 7 8.06 7.67 5.28 5.42 4.10
Kota Tegal 14.22 9.77 8.75 9.32 9.20 8.06




DATA INDEKS GINI

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Provinsi Jawa Tengah 0,34 0,38 0,38 0.39 0.38 0.38
Kabupaten Cilacap 0.25 0.30 0.32 0.37 0.34 0.33
Kabupaten Banyumas 0.35 0.35 0.34 0.36 0.32 0.40
Kabupaten Purbalingga 0.24 0.28 0.33 0.32 0.30 0.33
Kabupaten Banjarnegara 0.26 0.36 0.33 0.39 0.34 0.32
Kabupaten Kebumen 0.23 0.34 0.35 0.31 0.28 0.30
Kabupaten Purworejo 0.29 0.36 0.31 0.34 0.38 0.34
Kabupaten Wonosobo 0.25 0.45 0.38 0.34 0.35 0.37
Kabupaten Magelang 0.25 0.32 0.33 0.34 0.34 0.36
Kabupaten Boyolali 0.27 0.36 0.38 0.40 0.30 0.34
Kabupaten Klaten 0.25 0.32 0.33 0.34 0.36 0.35
Kabupaten Sukoharjo 0.30 0.33 0.35 0.34 0.35 0.35
Kabupaten Wonogiri 0.29 0.35 0.32 0.34 0.33 0.31
Kabupaten Karanganyar 0.29 0.37 0.40 0.33 0.36 0.33
Kabupaten Sragen 0.28 0.35 0.37 0.35 0.33 0.37
Kabupaten Grobogan 0.28 0.32 0.35 0.34 0.34 0.29
Kabupaten Blora 0.26 0.33 0.38 0.41 0.39 0.34
Kabupaten Rembang 0.19 0.27 0.33 0.32 0.33 0.30
Kabupaten Pati 0.24 0.29 0.29 0.30 0.31 0.35
Kabupaten Kudus 0.24 0.35 0.34 0.34 0.37 0.33




Kabupaten Jepara 0.20 0.32 0.35 0.33 0.31 0.32
Kabupaten Demak 0.24 0.31 0.34 0.33 0.32 0.28
Kabupaten Semarang 0.28 0.33 0.36 0.31 0.31 0.32
Kabupaten Temanggung 0.28 0.38 0.35 0.34 0.38 0.38
Kabupaten Kendal 0.27 0.37 0.36 0.32 0.34 0.35
Kabupaten Batang 0.28 0.28 0.31 0.30 0.29 0.28
Kabupaten Pekalongan 0.23 0.28 0.28 0.27 0.29 0.31
Kabupaten Pemalang 0.20 0.26 0.25 0.24 0.28 0.31
Kabupaten Tegal 0.30 0.28 0.32 0.32 0.33 0.32
Kabupaten Brebes 0.23 0.33 0.32 0.31 0.32 0.29
Kota Magelang 0.31 0.34 0.37 0.33 0.36 0.34
Kota Surakarta 0.34 0.33 0.37 0.35 0.36 0.35
Kota Salatiga 0.35 0.34 0.35 0.37 0.35 0.38
Kota Semarang 0.32 0.35 0.35 0.35 0.31 0.33
Kota Pekalongan 0.28 0.31 0.33 0.32 0.34 0.32
Kota Tegal 0.24 0.32 0.33 0.32 0.31 0.35




DATA PENELITIAN REGRESI PANEL

Kabupaten_Kota Tahun PDRB IPM APK POP TPT | GINI
Kabupaten Cilacap 2010 75099089.89 | 64.18 | 59.72 1644927 9.75 0.25
Kabupaten Cilacap 2011 78156818.82 | 64.73 | 60.71 1655796 | 10.82 | 0.30
Kabupaten Cilacap 2012 79702237.61 | 65.72 | 62.77 1666163 7.29 | 0.32
Kabupaten Cilacap 2013 81022670.26 | 66.80 | 79.69 1676089 6.68 | 0.37
Kabupaten Cilacap 2014 83391500.18 | 67.25 | 82.63 1685573 565 | 0.34
Kabupaten Cilacap 2015 88347606.68 | 67.77 | 75.20 1694593 8.01 | 0.33
Kabupaten Banyumas 2010 23016943.39 | 66.87 67.48 1557667 7.37 0.34
Kabupaten Banyumas 2011 24538595.63 | 67.45 65.93 1574001 6.61 0.35
Kabupaten Banyumas 2012 25982158.22 | 68.06 75.63 1590011 5.11 0.34
Kabupaten Banyumas 2013 27793138.47 | 68.55 | 76.32 1605579 5.45 0.36
Kabupaten Banyumas 2014 29367687.40 | 69.25 84.04 1620918 5.37 0.32
Kabupaten Banyumas 2015 31164876.40 | 69.89 80.07 1635803 6.37 0.40
Kabupaten Purbalingga 2010 10858631.52 | 63.61 | 61.13 850774 3.82 0.24
Kabupaten Purbalingga 2011 11474221.22 | 64.33 58.92 860596 5.1 0.28
Kabupaten Purbalingga 2012 12138445.34 | 64.94 | 45.63 870276 5.02 0.33
Kabupaten Purbalingga 2013 12778311.23 | 65.53 | 36.81 879880 5.63 0.32
Kabupaten Purbalingga 2014 13397712.78 | 66.23 | 52.47 889214 5.13 0.30
Kabupaten Purbalingga 2015 14125812.26 | 67.03 | 75.29 898430 4.84 0.33
Kabupaten Banjarnegara 2010 9439359.00 60.70 | 52.31 870503 3.1 0.26
Kabupaten Banjarnegara 2011 9952403.66 61.58 45.96 877207 4.97 0.35
Kabupaten Banjarnegara 2012 10473363.43 | 62.29 | 50.11 883694 3.69 0.33
Kabupaten Banjarnegara 2013 11043083.01 | 62.84 56.32 889921 4.16 0.39
Kabupaten Banjarnegara 2014 11629845.85 | 63.15 | 62.71 895986 4.06 0.34
Kabupaten Banjarnegara 2015 12266046.35 | 64.73 | 83.90 901814 5.05 0.32
Kabupaten Kebumen 2010 12311421.83 | 63.08 | 74.81 1161706 8.02 | 0.23
Kabupaten Kebumen 2011 13068985.50 | 64.05 | 85.50 1167092 473 | 0.33
Kabupaten Kebumen 2012 13707057.24 | 64.47 | 84.78 1172036 358 | 0.35
Kabupaten Kebumen 2013 14333333.50 | 64.86 | 67.99 1176722 352 | 031
Kabupaten Kebumen 2014 15163091.84 | 65.67 | 78.15 1181006 3.25 | 0.28
Kabupaten Kebumen 2015 16115554.01 | 66.87 | 86.42 1184938 414 | 0.30
Kabupaten Purworejo 2010 8513490.56 68.16 | 81.51 695525 3.4 0.29
Kabupaten Purworejo 2011 8993814.30 69.11 | 101.43 | 699718 5.3 0.35
Kabupaten Purworejo 2012 9406242.93 69.40 | 78.69 702699 3.2 0.31
Kabupaten Purworejo 2013 9870969.95 69.77 | 72.52 705483 515 | 0.34




Kabupaten Purworejo 2014 10312937.79 | 70.12 | 75.55 708038 5.1 0.38
Kabupaten Purworejo 2015 10866645.98 | 70.37 | 82.89 710435 401 | 0.34
Kabupaten Wonosobo 2010 9005925.54 62.50 | 40.12 756094 4.04 0.25
Kabupaten Wonosobo 2011 9489550.46 63.07 | 48.77 760765 4.92 0.34
Kabupaten Wonosobo 2012 9935905.32 64.18 | 52.85 765189 521 | 0.38
Kabupaten Wonosobo 2013 10333757.05 | 64.57 | 38.40 769318 582 | 0.34
Kabupaten Wonosobo 2014 10828168.68 | 65.20 | 47.22 773280 5.34 0.35
Kabupaten Wonosobo 2015 11353869.94 | 65.70 | 53.23 777116 4.47 0.37
Kabupaten Magelang 2010 14363230.57 | 63.28 | 51.70 1184091 2.97 0.25
Kabupaten Magelang 2011 15323039.48 | 64.16 | 60.22 1196917 6.63 0.31
Kabupaten Magelang 2012 16071142.55 | 64.75 | 69.30 1209375 438 | 0.33
Kabupaten Magelang 2013 17020755.61 | 65.86 | 53.34 1221681 6.13 0.34
Kabupaten Magelang 2014 17936288.38 | 66.35 | 65.21 1233695 745 | 0.34
Kabupaten Magelang 2015 18838351.97 | 67.13 | 69.60 1245482 5.16 0.36
Kabupaten Boyolali 2010 13721701.47 | 68.76 | 74.18 932193 3.9 0.27
Kabupaten Boyolali 2011 14592026.26 | 69.14 | 81.58 938999 581 | 0.36
Kabupaten Boyolali 2012 15369974.36 | 69.51 | 69.63 945534 4.43 0.38
Kabupaten Boyolali 2013 16266498.68 | 69.81 | 75.39 951817 5.44 0.40
Kabupaten Boyolali 2014 17148350.76 | 70.34 | 95.43 957857 4.95 0.30
Kabupaten Boyolali 2015 18160983.95 | 71.74 | 93.37 963669 2.03 0.34
Kabupaten Klaten 2010 17002049.66 | 70.76 | 88.55 1131913 4.5 0.25
Kabupaten Klaten 2011 18071350.51 | 71.16 | 80.46 1137909 7.63 0.31
Kabupaten Klaten 2012 19102402.71 | 7171 | 97.16 1143633 3.7 0.33
Kabupaten Klaten 2013 20241429.01 | 72.42 | 96.26 1148994 5.34 0.34
Kabupaten Klaten 2014 21424522.36 | 73.19 | 100.76 | 1154040 4.75 0.36
Kabupaten Klaten 2015 22558976.15 | 73.81 | 104.73 | 1158787 2.51 0.35
Kabupaten Sukoharjo 2010 16357221.65 | 7153 | 76.35 825887 7.4 0.30
Kabupaten Sukoharjo 2011 17319638.62 | 72.34 | 78.82 833933 6.27 0.32
Kabupaten Sukoharjo 2012 18342247.26 | 72.81 | 69.29 841771 6.1 0.35
Kabupaten Sukoharjo 2013 19401889.44 | 73.22 | 89.01 849506 598 | 0.34
Kabupaten Sukoharjo 2014 20449009.84 | 73.76 | 94.20 856937 4.6 0.35
Kabupaten Sukoharjo 2015 21612078.19 | 74.53 | 101.17 | 864245 452 | 0.35
Kabupaten Wonogiri 2010 13310571.10 | 63.90 | 65.10 930422 4.7 0.29
Kabupaten Wonogiri 2011 13786711.34 | 64.75 | 71.89 934689 382 | 0.35
Kabupaten Wonogiri 2012 14605088.22 | 65.75 | 71.38 938641 346 | 0.32
Kabupaten Wonogiri 2013 15303280.47 | 66.40 | 62.28 942377 361 | 0.34
Kabupaten Wonogiri 2014 16107795.17 | 66.77 | 78.76 945817 345 | 0.33
Kabupaten Wonogiri 2015 16977198.56 | 67.76 | 91.32 948976 3.07 | 031
Kabupaten Karanganyar 2010 16393788.72 | 70.31 76.04 814907 6.62 0.29
Kabupaten Karanganyar 2011 17205063.88 71 83.01 823486 5.78 0.37




Kabupaten Karanganyar 2012 18219456.66 | 72.26 78.55 831916 5.82 0.40
Kabupaten Karanganyar 2013 19256516.28 | 73.33 | 64.91 840171 3.84 | 033
Kabupaten Karanganyar 2014 2026244442 | 73.89 | 79.21 848255 354 | 0.36
Kabupaten Karanganyar 2015 21286287.14 | 74.26 94.01 856181 3.6 0.33
Kabupaten Sragen 2010 15832557.66 | 67.67 | 91.15 859716 409 | 0.28
Kabupaten Sragen 2011 16870231.27 | 68.12 | 86.95 864029 8.43 | 0.34
Kabupaten Sragen 2012 17902104.86 | 68.91 | 85.18 868105 588 | 0.37
Kabupaten Sragen 2013 19102181.74 | 69.95 | 73.81 871989 563 | 0.35
Kabupaten Sragen 2014 20169824.79 | 70.52 | 90.98 875600 6.04 | 0.33
Kabupaten Sragen 2015 21390871.20 | 71.10 88.55 878983 451 0.37
Kabupaten Grobogan 2010 12766021.74 | 64.56 | 44.50 1311009 4.6 0.28
Kabupaten Grobogan 2011 13172711.96 | 65.41 | 57.20 1319775 533 | 0.31
Kabupaten Grobogan 2012 13842047.14 | 66.39 | 68.31 1328197 4.2 0.35
Kabupaten Grobogan 2013 1447472893 | 67.43 | 51.29 1336304 6.1 0.34
Kabupaten Grobogan 2014 15064456.66 | 67.77 | 60.38 1343960 4.25 0.34
Kabupaten Grobogan 2015 15962619.43 | 68.05 | 84.88 1351338 5.22 0.29
Kabupaten Blora 2010 10149079.63 | 63.02 | 61.79 831093 549 | 0.26
Kabupaten Blora 2011 10597723.01 | 63.88 | 59.73 835781 6.9 0.33
Kabupaten Blora 2012 11116865.90 | 64.70 | 61.38 840208 4.75 0.38
Kabupaten Blora 2013 11712504.85 | 65.37 | 67.55 844444 6.23 0.41
Kabupaten Blora 2014 12227201.29 | 65.84 | 79.83 848369 4.3 0.39
Kabupaten Blora 2015 12882587.70 | 66.22 | 99.87 852088 468 | 0.34
Kabupaten Rembang 2010 8373546.87 64.53 | 53.76 592492 4.89 0.20
Kabupaten Rembang 2011 8808302.78 65.36 | 68.45 598122 7.22 0.26
Kabupaten Rembang 2012 9277163.23 66.03 | 48.92 603582 5.75 0.33
Kabupaten Rembang 2013 9780750.39 66.84 | 61.38 608903 5.97 0.32
Kabupaten Rembang 2014 10284274.36 | 67.40 | 73.13 614087 5.23 0.33
Kabupaten Rembang 2015 10850269.20 | 68.18 | 79.04 619095 451 0.30
Kabupaten Pati 2010 18782546.64 | 65.13 | 62.94 | 1193214 6.22 | 0.24
Kabupaten Pati 2011 19893325.24 | 65.71 | 61.21 1201760 | 11.17 | 0.28
Kabupaten Pati 2012 21072328.70 | 66.13 | 72.65 1210025 | 11.98 | 0.29
Kabupaten Pati 2013 22329693.98 | 66.47 | 63.52 1218016 7.29 | 0.30
Kabupaten Pati 2014 23365213.99 | 66.99 | 82.31 1225594 6.37 | 0.31
Kabupaten Pati 2015 24752325.07 | 68.51 | 76.67 1232912 443 | 0.35
Kabupaten Kudus 2010 52933496.31 | 69.22 | 63.55 779192 6.22 | 0.24
Kabupaten Kudus 2011 55175794.89 | 69.89 | 76.54 789939 832 | 0.34
Kabupaten Kudus 2012 57440810.51 | 70.57 | 77.94 800397 589 | 0.34
Kabupaten Kudus 2013 59944556.52 | 71.58 | 61.10 810810 8.07 | 0.34
Kabupaten Kudus 2014 62600680.87 72 70.98 821136 503 | 0.37
Kabupaten Kudus 2015 6504104755 | 72.72 | 84.42 831343 504 | 0.33




Kabupaten Jepara 2010 13347321.26 | 66.76 43.21 1100009 4.56 0.20
Kabupaten Jepara 2011 14004325.03 | 67.63 47.93 1117847 5.48 0.32
Kabupaten Jepara 2012 14824995.87 | 68.45 | 74.56 1135574 4.29 0.35
Kabupaten Jepara 2013 15623738.87 | 69.11 | 66.60 1153213 6.34 | 0.33
Kabupaten Jepara 2014 16374715.21 | 69.61 62.85 1170797 5.09 0.31
Kabupaten Jepara 2015 17200365.92 | 70.02 74.51 1188311 3.12 0.32
Kabupaten Demak 2010 11647735.65 | 66.02 | 52.65 1057821 5.69 0.24
Kabupaten Demak 2011 12275702.69 | 66.84 | 54.48 1070278 5.03 0.31
Kabupaten Demak 2012 12823227.04 | 67.55 | 75.59 1082472 8.4 0.34
Kabupaten Demak 2013 13499226.47 | 68.38 | 69.36 1094472 7.08 0.33
Kabupaten Demak 2014 14078419.80 | 68.95 | 83.46 1106328 5.17 0.32
Kabupaten Demak 2015 14913837.51 | 69.75 | 88.92 1117901 6.02 0.28
Kabupaten Semarang 2010 21572136.87 | 69.58 | 70.12 933009 6.25 0.28
Kabupaten Semarang 2011 22925456.80 | 70.35 61.74 946784 6.16 0.32
Kabupaten Semarang 2012 24306718.35 | 70.88 72.53 960477 4.87 0.36
Kabupaten Semarang 2013 25758121.08 | 71.29 63.25 974092 3.9 0.31
Kabupaten Semarang 2014 27264112.96 | 71.65 63.97 987557 4.38 0.31
Kabupaten Semarang 2015 28769677.95 | 71.89 81.98 1000922 2.57 0.32
Kabupaten Temanggung 2010 9710199.27 63.08 45.91 709979 3.6 0.28
Kabupaten Temanggung 2011 10301569.79 | 64.14 48.70 717472 3.54 0.38
Kabupaten Temanggung 2012 10740983.02 | 64.91 49.26 724810 3.39 0.35
Kabupaten Temanggung 2013 11299342.97 | 65.52 48.55 731911 4.87 0.34
Kabupaten Temanggung 2014 11867679.59 | 65.97 64.01 738915 3.19 0.38
Kabupaten Temanggung 2015 12486494.54 | 67.07 68.42 745778 15 0.38
Kabupaten Kendal 2010 18798278.37 | 66.23 | 57.09 902007 5.57 0.27
Kabupaten Kendal 2011 20032434.32 | 66.96 | 57.34 910518 6.54 0.36
Kabupaten Kendal 2012 21075717.33 | 67.55 | 62.40 918763 6.31 0.36
Kabupaten Kendal 2013 22386123.50 | 67.98 | 77.96 926812 6.43 0.32
Kabupaten Kendal 2014 23536834.39 | 68.46 | 86.47 934643 6.15 0.34
Kabupaten Kendal 2015 24771543.49 | 69.57 | 99.75 942280 7.07 0.35
Kabupaten Batang 2010 9447328.38 61.64 | 54.39 708193 6.48 0.28
Kabupaten Batang 2011 10025044.65 | 62.59 | 51.44 715494 6.66 0.28
Kabupaten Batang 2012 10488456.63 | 63.09 | 53.67 722634 5.88 0.31
Kabupaten Batang 2013 11104696.78 | 63.60 | 43.86 729616 7.02 0.30
Kabupaten Batang 2014 11693897.06 | 64.07 | 54.74 736397 7.42 0.29
Kabupaten Batang 2015 12327739.23 | 65.46 | 77.32 743135 4.56 0.28
Kabupaten Pekalongan 2010 10254315.35 | 63.75 | 42.07 840199 4.04 | 0.23
Kabupaten Pekalongan 2011 10834201.09 | 64.72 | 54.40 847379 6.91 0.28
Kabupaten Pekalongan 2012 11354849.90 | 65.33 | 48.12 854287 5.08 0.28




Kabupaten Pekalongan 2013 12034805.89 | 66.26 | 56.05 861082 478 | 0.27
Kabupaten Pekalongan 2014 12630368.82 | 66.98 | 61.69 867573 6.03 | 0.29
Kabupaten Pekalongan 2015 13234564.04 | 67.40 | 60.74 873972 51 0.31
Kabupaten Pemalang 2010 11282196.10 | 58.64 | 53.12 1263271 | 11.45 | 0.20
Kabupaten Pemalang 2011 11847199.06 | 59.66 | 38.37 1269077 7.37 0.25
Kabupaten Pemalang 2012 12477235.25 | 60.78 | 47.18 1274475 485 | 0.25
Kabupaten Pemalang 2013 13172063.61 | 61.81 | 56.05 1279596 6.48 0.24
Kabupaten Pemalang 2014 13898669.42 | 62.35 | 74.23 1284236 7.44 | 0.28
Kabupaten Pemalang 2015 14673696.23 | 63.70 | 73.29 1288566 6.53 | 0.31
Kabupaten Tegal 2010 15106509.91 | 61.14 | 50.18 1396982 7.48 | 0.30
Kabupaten Tegal 2011 16071820.41 | 61.97 | 69.58 1403425 | 10.59 | 0.28
Kabupaten Tegal 2012 16912249.74 | 62.67 | 59.85 1409406 6.12 | 0.32
Kabupaten Tegal 2013 18050291.97 | 63.50 | 55.94 | 1415009 6.89 | 0.32
Kabupaten Tegal 2014 18958841.04 | 64.10 | 70.90 1420132 8.47 0.33
Kabupaten Tegal 2015 19992675.45 | 65.04 | 79.46 1424890 9.52 0.32
Kabupaten Brebes 2010 20158107.77 | 59.49 | 41.07 1736526 8.21 0.23
Kabupaten Brebes 2011 2149842248 | 60.51 | 44.58 1746529 | 11.08 | 0.33
Kabupaten Brebes 2012 22482262.67 | 60.92 | 51.10 1756196 8.22 0.32
Kabupaten Brebes 2013 23812056.92 | 61.87 | 55.18 1764648 9.61 0.31
Kabupaten Brebes 2014 2507417151 | 6255 | 67.70 1773379 9.53 0.32
Kabupaten Brebes 2015 26572834.89 | 63.18 | 65.92 1781555 6.49 0.29
Kota Magelang 2010 4010718.18 73.99 80.51 118413 13.28 | 0.31
Kota Magelang 2011 4255662.21 7447 | 77.55 118957 1151 | 0.34
Kota Magelang 2012 4484268.08 75 74.91 119523 8.99 0.37
Kota Magelang 2013 4755092.20 75.29 85.59 119935 6.75 0.33
Kota Magelang 2014 4992112.82 75.79 | 92.16 120373 7.38 | 0.36
Kota Magelang 2015 5247341.27 76.39 90.76 120779 6.43 0.34
Kota Surakarta 2010 21469551.30 | 77.45 92.17 500173 8.73 0.34
Kota Surakarta 2011 22848439.42 78 90.77 502866 7.7 0.33
Kota Surakarta 2012 2412378159 | 78.44 | 65.40 505413 6.29 | 0.37
Kota Surakarta 2013 25631681.32 | 78.89 | 65.10 507825 7.22 | 0.35
Kota Surakarta 2014 26984358.61 | 79.34 | 71.25 510077 6.16 | 0.36
Kota Surakarta 2015 28453493.87 | 80.14 | 100.93 | 512207 453 | 0.35
Kota Salatiga 2010 5845475.81 78.35 | 84.43 170801 10.22 | 0.35
Kota Salatiga 2011 6230219.49 78.76 | 76.32 173402 9.02 | 0.34
Kota Salatiga 2012 6574907.26 79.10 | 71.01 176031 6.84 | 0.35
Kota Salatiga 2013 6989045.50 79.37 | 78.23 178594 6.21 | 0.37
Kota Salatiga 2014 7378042.82 79.98 | 82.75 181193 446 | 0.35
Kota Salatiga 2015 7759181.62 80.96 | 83.34 183828 6.43 | 0.38
Kota Semarang 2010 80824099.97 | 76.96 | 83.01 1560167 8.98 | 0.32




Kota Semarang 2011 86142966.70 | 77.58 | 77.81 | 1588408 765 | 0.35
Kota Semarang 2012 91282029.07 | 78.04 | 78.90 | 1616596 6.01 | 0.35
Kota Semarang 2013 96985402.04 | 78.68 | 65.16 | 1644800 6.02 | 0.35
Kota Semarang 2014 10310987491 | 79.24 | 67.39 | 1672999 7.76 | 0.31
Kota Semarang 2015 109088689.61 | 80.23 91.34 1701172 5.77 0.33
Kota Pekalongan 2010 4624260.08 68.95 47 281991 7 0.28
Kota Pekalongan 2011 4878332.22 69.54 | 52.58 285026 8.06 | 0.31
Kota Pekalongan 2012 5151813.52 69.95 | 54.02 287978 7.67 | 0.33
Kota Pekalongan 2013 5456196.88 70.82 | 44.11 290870 528 | 0.32
Kota Pekalongan 2014 5755282.26 7153 | 62.45 293704 542 | 0.34
Kota Pekalongan 2015 6043095.73 72.69 | 81.68 296533 4.1 0.32
Kota Tegal 2010 6895713.33 69.33 | 66.95 240020 1422 | 0.24
Kota Tegal 2011 7341540.16 70.03 | 71.33 241402 9.77 | 0.32
Kota Tegal 2012 7650479.56 70.68 | 69.65 242605 8.75 | 0.33
Kota Tegal 2013 8084175.73 7144 | 65.84 243860 9.32 | 0.32
Kota Tegal 2014 8491325.37 72,20 | 85.77 244998 9.2 0.31
Kota Tegal 2015 8953879.56 72.96 | 113.61 | 246084 8.06 | 0.35




STATISTIK DESKRIPTIF DATA PANEL

PDRB IPM APK POP TPT GINI
Mean 20317163 | 68.36538 | 69.68633 | 946324.3 | 5.992429 | 0.321238
Median 14749346 | 67.59000 | 69.61500 | 892953.5 | 5.760000 | 0.330000
Maximum 1.09E+08 | 80.96000 | 113.6100 | 1781555. | 14.22000 | 0.410000
Minimum 4010718. | 58.64000 | 36.81000 | 118413.0 | 1.500000 | 0.200000
Std. Dev. 19230153 | 4.783539 | 15.49280 | 402023.3 | 2.072149 | 0.039885
Skewness 2.812143 | 0.651861 | 0.100143 | -0.017237 | 1.003366 | -0.658792
Kurtosis 10.56204 | 3.000401 | 2.457721 | 2.792916 | 4.507421 | 3.424660

Jarque-Bera 777.1486 | 14.87231 | 2.924081 | 0.385631 | 55.11881 | 16.76818

Probability 0.000000 | 0.000590 | 0.231763 | 0.824634 | 0.000000 | 0.000228

Sum 4.27E+09 | 14356.73 | 14634.13 | 1.99E+08 | 1258.410 | 67.46000

Sum Sq. Dev. | 7.73E+16 | 4782.389 | 50165.60 | 3.38E+13 | 897.4049 | 0.332478

Observations 210 210 210 210 210 210




UJI SPESIFIKASI MODEL

A. UJI LIKELIHOOD

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 4.115302 (34,170) 0.0000
Cross-section Chi-square 126.108503 34 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: GINI
Method: Panel Least Squares
Date: 01/01/18 Time: 20:14
Sample: 2010 2015
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.100501 0.057154 1.758425 0.0802
PDRB -5.50E-11 1.96E-10 -0.280084 0.7797
IPM 0.003140 0.000866 3.626838 0.0004
APK 0.000311 0.000203 1.529254 0.1278
POP 3.70E-09 9.89E-09 0.374738 0.7082
TPT -0.002998 0.001218 -2.461759 0.0147
R-squared 0.213013 Mean dependent var 0.321238
Adjusted R-squared 0.193724 S.D. dependent var 0.039885
S.E. of regression 0.035814 Akaike info criterion -3.792813
Sum squared resid 0.261656 Schwarz criterion -3.697181
Log likelihood 404.2454 Hannan-Quinn criter. -3.754153
F-statistic 11.04332 Durbin-Watson stat 1.501969
Prob(F-statistic) 0.000000




B. UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Statistic ~ Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 51.184643 5 0.0000
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
PDRB -0.000000 -0.000000 0.000000 0.1794
IPM 0.021489 0.004960 0.000010 0.0000
APK -0.000500 0.000224 0.000000 0.0000
POP 0.000000 0.000000 0.000000 0.6678
TPT 0.002571 -0.001977 0.000001 0.0000
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: GINI
Method: Panel Least Squares
Date: 01/01/18 Time: 20:17
Sample: 2010 2015
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.227971 0.259457 -4.732844 0.0000
PDRB -2.87E-09 1.94E-09 -1.481290 0.1404
IPM 0.021489 0.003373 6.371583 0.0000
APK -0.000500 0.000249 -2.010240 0.0460
POP 1.67E-07 3.44E-07 0.484319 0.6288
TPT 0.002571 0.001628 1.579160 0.1162
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.568316 Mean dependent var 0.321238
Adjusted R-squared 0.469282 S.D. dependent var 0.039885
S.E. of regression 0.029056 Akaike info criterion -4.069520
Sum squared resid 0.143526 Schwarz criterion -3.431976
Log likelihood 467.2996 Hannan-Quinn criter. -3.811785
F-statistic 5.738623 Durbin-Watson stat 1.826007
Prob(F-statistic) 0.000000




HASIL REGRESI DATA PANEL

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 01/01/18 Time: 20:13
Sample: 2010 2015
Periods included: 6
Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.227971 0.259457 -4.732844 0.0000
PDRB -2.87E-09 1.94E-09 -1.481290 0.1404
IPM 0.021489 0.003373 6.371583 0.0000
APK -0.000500 0.000249 -2.010240 0.0460
POP 1.67E-07 3.44E-07 0.484319 0.6288
TPT 0.002571 0.001628 1.579160 0.1162
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.568316 Mean dependent var 0.321238
Adjusted R-squared 0.469282 S.D. dependent var 0.039885
S.E. of regression 0.029056 Akaike info criterion -4.069520
Sum squared resid 0.143526 Schwarz criterion -3.431976
Log likelihood 467.2996 Hannan-Quinn criter. -3.811785
F-statistic 5.738623 Durbin-Watson stat 1.826007

Prob(F-statistic) 0.000000




CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Status

Agama

Pekerjaan

Alamat

Nomor Telepon
Email
Twitter

Facebook

. RIWAYAT PENDIDIKAN

2000-2006
2006-2009
2009-2012
2013-2018

: Fergiawan Avriandaru
: Sleman, 26 April 1994
. Laki-laki

: Belum Menikah

> Islam

: Mahasiswa

: Druju Kidul RTO1/RW 04, Desa Plosogede,

Kec. Ngluwar, Kab. Magelang

: 0858-6839-4394

: fergiawanavrian@gmail.com

. @f _fergiawan

: Fergiawan Avriandaru

: SD Negeri 2 Druju Kab. Magelang

: SMP Negeri 2 Salam Kab. Magelang

: SMA Negeri 1 Ngluwar Kab. Magelang
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam

Program S1 Ekonomi Syariah


mailto:fergiawanavrian@gmail.com
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